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PENGANTAR	REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, 
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah 
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya 
dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi 
tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai 
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum 
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel 
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas 
BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam 
aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai 
subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat 
kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai 
badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal 
dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang 
terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN 
tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum 
khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan asas 
lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul 
“Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan 
hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai 
ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal 
dengan putusan di luar hadir (verstek). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini 
menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan 
Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). 
Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk 



persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 125 juncto Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam 
praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta 
perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi 
Common Law System ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas 
tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan 
hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu 
masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem Common Law ke Indonesia yang 
menganut sistem hukum Civil Law, dimana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan 
benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum 
asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-
undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam 
menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. 
Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal 
ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat 
menjadi lembaga penyelesaian sengeta konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan 
adil sesui dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan 
perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta 
merubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi 
Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel 
ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk 
menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan 
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya 
mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. 
Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan 
Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan diluar 
pengadilan (alternatif dispute resolution) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan 
yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga 
Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat 
win win solution, mengurangi biaya ligitasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa 
terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun 
kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor 
wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi 



Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaiakan tanpa mekanisme 
peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas 
Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap 
Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya 
kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara 
kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. 
Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. 
Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 
1365 KUHPerdata. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata, 
maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspanigrum berjudul “Karakteritik Hukum Persaingan 
Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang 
dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel 
ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil 
yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, 
mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum 
keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum 
acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum 
pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul 
“Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja 
di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang 
dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak 
mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk 
mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; 
Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut 
hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan 
menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di 
pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau 
tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial 
ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah 



viii

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan 
kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari 
pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak 
Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur 
bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa 
tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas pemohonan kreditor atau debitor itu sendiri. 
Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan 
Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah 
diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menenpatkan 
posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya 
Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola 
kekayaannnya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang 
dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen diposisi sebagai 
kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum 
dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E Commerce Transnasional”. Artikel ini menilai 
bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan 
yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak e-commerce bersekala transnasional 
sehingga muncul legal gap. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas 
kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama 
didasarkan doktrin negara kesejahteraan dimana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. 
Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara civil law menganut prinsip country 
of reception yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (end user) 
menerapkan Undang Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan 
terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak e-commerce antara pengusaha. 
Untuk mengatasi legal gap pada penyelesaian sengketa e-commerce transnasional maka perlu 
dilakukan legal reform yang mengadaptasi kerberlakuan prinsip country of reception ini ke 
dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa 
N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, 
yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata 
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di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji 
Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 
masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 
44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang 
STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara 
perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi 
interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu 
Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak 
sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan 
keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh 
moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum 
identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian 
hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu 
banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi 
hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak 
mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat 
diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat 
memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian 
pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta 
serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara 
Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata 
di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami 
redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!
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PERLIDUNGAN	HAK	KONSUMEN	TERHADAP	PELAKU	USAHA	
YANG	DINYATAKAN	PAILIT*

Heri	Hartanto**

ABSTRAK

Kepailitan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara adil, cepat, 
terbuka dan efektif. Dengan syarat yang relatif mudah, debitor dapat dipailitkan hanya karena 2 utang 
atau lebih dan tidak membayar lunas salah satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 
Bagi seorang pengusaha, menjalankan kegiatan usaha dengan bermodal utang merupakan hal yang 
wajar, dan seringkali terdapat sengketa dari transaksi dengan mitra bisnis berakibat penundaan 
pembayaran yang berarti dapat menambah jumlah kreditor/utang. Pembayaran utang Debitor Pailit 
kepada pada kreditor harus memperhatikan prinsip paritas ceritorium, prinsip pari passu prorata 
parte dan prinsip structured creditors. Bagi debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan 
Niaga, seluruh kreditor baik setuju atau tidak dengan langkah mempailitkan debitor, akan terikat 
dengan putusan pailit tersebut. Penerapan prinsip structured creditors dalam pembayaran kepada 
para kreditor tentu akan memberikan keuntungan kepada kreditor separatis maupun kreditor yang 
memiliki hak didahulukan (preferen), namun akan berdampak buruk bagi kreditor konkuren. Pasal 19 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlingungan Konsumen, mengatur Pelaku Usaha 
berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/
atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila 
Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas 
pemohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha 
yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang - Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana 
penyelesaian sengketa konsumen dengan menenpatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi 
perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan 
kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannnya sendiri kemudian beralih kepada kurator. 
Ketidak mampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan 
konsumen diposisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan. 

Kata	kunci : debitor pailit , kreditor, perlindungan konsumen.

*  Disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata III pada Fakultas Hukum Universitas 
Tanjungpura

**  Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Alamat Jl. Ir. Sutami No. 
36 A Kentingan Surakarta, dapat dihubungi melalui e-mail : heri_sh@yahoo.com.
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PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen menjadi salah satu hal penting dalam mensejahterakan 
masyarakat, disadari atau tidak, setiap manusia akan menempatkan dirinya sebagai konsumen 
untuk memnuhi kebutuhannya. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (selanjutnya disingkat dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen) telah 
mengatur hak-hak untuk melindungi konsumen, tetapi disisi lain juga mengatur pelaku 
usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Masing-masing hak dan 
kewajiban, Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta 
sistem yang kondusif saling berkaitan satu sama lain. 

Ruang lingkup perlindungan konsumen tidak mungkin dibatasi hanya dalam satu Undang 
-Undang saja, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan 
konsumen selalu selalu berhubungan dan berinteraksi dengan dengan berbagai bidang dan 
cabang hukum lain,1 karena pada tiap bidang dan cabang hukum senantiasa ada pihak yang 
berkedudukan sebagai konsumen. 

Istilah konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Perlindungan 
Konsumen, yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dari segi bisnis, konsumen menjadi objek aktivitas 
bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui promosi dan cara penjualan yang menarik 
konsumen. 

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sesungguhkan bagaikan pasangan yang 
saling membutuhkan. Binsis pelaku usaha tidak akan berjalan tanpa ada konsumen yang sehat. 
Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga 
merugikan pelaku usaha lain yang jujur dan bertanggungjawab. Kekecewaan dari konsumen 
akan berdampak pada ketidak bersediannya konsumen untuk menggunakan barang dan/
atau jasa dari pelaku usaha, maka pelaku usaha yang beritikad baik juga akan dirugikan oleh 
pelaku usaha yang curang.

Konsumen berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibanding pelaku usaha. Terkadang 
konsumen mendapat informasi semu atau tidak lengkap sehingga posisi konsumen menjadi 
sangat rentan terhadap pelaku usaha yang curang, titambah lagi kurangnya pendidikan 
konsumen kepada masyarakat dan rendahnya kesadaran atas hak-hak konsumen. Oleh 
karenanya perlindungan konsumen menjadi salah satu hal yang penting. 

1  Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia, Jakarta, h. 1.
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Pemerintah perlu turut campur dalam memberikan perlindungan kepada konsumen agar 
kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang. Pasal 1 angka 1 Undang - Undang 
Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Pemerintah telah mendorong agar konsumen mendapat perlindungan hukum, namun fakta 
yang terjadi justru menunjukan konsumen tetap menjadi korban atas perbuatan pelaku usaha 
yang beritikad buruk. 

Undang - Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen 
dan pelaku usaha.2 Penulis fokus membahas tentang hal apa saja yang menjadi kewajiban 
dari pelaku usaha, yaitu :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/

atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/
atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Kesalahan pelaku usaha dalam menjual barang dan/atau jasa kepada konsumennya 
mewajibkan konsumen untuk membayar kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas 
kerugian akiban mengunakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Tanggungjawab atas 
kesalahan atau kelalaian adalah prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung 
jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.3 Hal ini dikemukakan oleh Bryan A. 
Garner, sebagaimana yang dikutip oleh Zulham, tentang teori Negligence, yaitu the failure 

2  Lihat Pasal 6 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.
3  Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas 

Indonesia, Jakarta, h. 46.
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to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a 
similar situation.4

Berdasarkan teori ini, kelalaian pelaku usaha yang berakibat munculnya kerugian bagi 
konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan 
ganti rugi kepada pelaku usaha. Negligence dapat menjadi dasar mengajukan tuntutan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap kehati-hatian 
yang normal.

2. Harus dibuktikan bahwa pelaku usaha lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap 
konsumen.

3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.5

Secara umum, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan 
kontraktual yang berada dalam ranah hukum perdata. Ketidak mampuan pelaku usaha dalam 
memberikan barang dan/atau jasa sesuai yang dijanjikan merupakan bentuk wanprestasi. 
Pemasalahan terjadi ketika ketidak mampuan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya 
kepada konsumen tentu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Penulis dalam artikel ini fokus 
pada sebab adanya putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan pelaku usaha dalam 
keadaan pailit. Putusan pailit ini tentu berakibat pelaku usaha menjadi tidak cakap hukum 
dan seluruh harta kekayaan debitor pailit (pelaku usaha) dikelola oleh Kurator. 

Dalam Pasal 19 ayat (3) Undang - Undang Perlindungan Konsumen, apabila pelaku usaha 
melakukan perbuatan yang merugikan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab 
untuk memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh hari sejak terjadinya transaksi. Pengaturan 
ini memposisikan konsumen sebagai kreditor preferen yang didahulukan pembayarannya 
dibandingkan dengan kreditor lain jika pelaku usaha dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. 
Salah satu contoh konkret adalah PT. Metro Batavia (maskapai Batavia Air) oleh Pengadilan 
Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 77/Pailit/2012/
PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013, telah menyatakan pailit PT Metro Batavia dan 
berhenti beroperasi per 31 Januari 2013.6 Konsumen dalam hal ini tentu banyak yang tidak 
mengetahui tentang proses permohonan pailit yang diajukan terhadap PT. Metro Batavia, 
sehingga konsumen membeli jasa pengangkutan udara (tiket). Hingga pada tanggal berhenti 
operasinya Batavia Air, konsumen harus mengalami kerugian akibat tidak dapat terpenuhinya 

4  Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 83.
5  Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,	RajaGrafindo	Persada,	Jakarta,	h.	148.
6  Happy Rayna Stephanny, Batavia Air Pailit, Hukumonline, http://www.hukumonline.com/berita/baca/

lt5109da6249361/batavia-air-pailit, diakses pada 5 Nopember 2016.
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perjalanan udara yang sudah konsumen rencanakan. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi para 
konsumen PT. Metro Batavia yang telah membeli tiket dan gagal terbang. Berdasarkan Pasal 
19 ayat (3) Undang - Undang Perlindungan Konsumen, PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang 
telah merugikan konsumen, bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dalam waktu 
tujuh hari sejak terjadinya transaksi, atau sejak gagalnya menjalankan kewibannya. Dalam 
kondisi pelaku usaha dinyatakan pailit, maka pelaku usaha menjadi tidak cakap hukum dalam 
mengelola harta kekayaannya dan seluruh harta pelaku usaha (debitor pailit) dilakukan sita 
umum yang dilaksanakan oleh Kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas.

Kurator dalam mengelola harta pailit tentu akan mengikuti tata cara dan prosedur yang 
diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayatan Utang (selanjutnya disingkat dengan Undang - Undang Kepalitan). 
Kurator akan melakukan pengurusan dan peberesan harta pailit sesuai dengan Undang 
- Undang Kepailitan. Dalam melakukan pembayaran kepada para kreditor, kurator akan 
memperhatikan urusan kreditor mulai dari kreditor yang memiliki hak separatis, kreditor 
dengan hak untuk didahulukan dan kreditor konkuren. Kekosongan hukum dalam Undang 
- Undang Perlindungan Konsumen adalah tidak mengatur tentang bagaimana kedudukan 
konsumen dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajiban dikarena dinyatakan 
pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga muncul pertanyaan apakah konsumen menjadi kreditor 
preferen atau kreditor konkuren.

PEMBAHASAN

Kepalitian merupakan salah satu penyelesaian sengketa utang piutang secara cepat. Pasal 
1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengatur :

Pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata :

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah 
ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan 
debitur itu.” 

Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata :

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya 
hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-
masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk 
didahulukan.”
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Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata merupakan dasar 
pemikiran penyelesaian utang piutang dengan memperhatikan asas keseimbangan, asas 
kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi. Prinsipnya seluruh harta kekayaan 
debitor pailit menjadi jaminan bersama kepada seluruh kreditor sesuai dengan perimbangan/
perbandingan utangnya,7 kecuali bagi kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan 
pembayarannya. Penerjemahan terhadap ketentuan ini ada tingkatan-tingkatan kreditor dalam 
mendapat prioritas pembayaran. Ketentuan ini menginginkan terhindarnya perebutan diantara 
para kreditor untuk mendapat penulasan dengan cara memberikan pembayaran yang adil 
kepada seluruh kreditor. 

Penyelesaian utang piutang dalam kepalitan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
Paritas Creditorium, Prinsip Pari Pasu Prorata Parte dan Prinsip Structured Creditors. 
Prinsip Paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan kreditor) menentukan bahwa para kreditor 
mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Jika debitor tidak membayar 
utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi objek jaminan pelunasan.8 Prinsip Paritas 
Creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik benda tetap maupun 
benda bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor maupun harta yang akan 
ada dikemudian hari terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Jika hanya ada satu kreditor, 
dan debitor tidak membayar utangnya secara suka rela, maka seluruh harta kekayaan debitor 
menjadi jaminan kepada satu kreditor tersebut. namun jika debitor memiliki banyak utang 
(kreditor) dan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, 
maka setiap kreditor akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapat pelunasan atas 
piutangnya, dengan melakukan penagihan terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan 
karena jatuh tempo utangnya terjadi paling ahir, tidak akan mendapat pembayaran karena 
harta debitor telah habis. 

Filosofi prinsip Paritas Creditorium adalah menghindari ketidakadilan jika debitor 
memiliki harta benda, sementara utang kepada para kreditor tidak dibayar. Hukum memberikan 
jaminan umum kepada para kreditor dengan memberi seluruh harta kekayaan debitor demi 
hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meskipun harta tersebut tidak berkaitan 
langsung dengan utang-utang tersebut.9 

Prinsip Paritas Creditorium masih memiliki kelemahan jika diterapkan secara kaku, maka 
akan menimbulkan ketidak adilan yang lain. Letak ketidak adilannya adalah seluruh kreditor 

7  Sutan Remy Sjahdeini, 2009, Hukum Kepailitan, Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan, Cetakan	III,	Pustaka	Utama	Grafiti,	Jakarta,	h.	297.

8  Mahadi, 2003, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, h. 135.
9  M. Hadi Shubhan, 2014, Hukum Kepalitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cekatan IV, Kencana 

Prenadamedia Group, Jakarta, h. 27-29.
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ditempatkan pada kedudukan yang sama. Prinsip Paritas Creditorium tidak membedakan 
tidak membedakan baik kreditor dengan piutang besar maupun kreditor dengan piutang kecil, 
baik kreditor pemegang hak jaminan maupun kreditor tanpa hak jaminan. Oleh karena itu 
prinsip Paritas Creditorium tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dijalankan beriringan 
dengan prinsip yang lain. 

Prinsip Pari Pasu Prorata Parte, menurut Kartini Muljadi sebagaimana dikutip oleh M. 
Hadi Shubhan,10 berarti bahwa harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama 
untuk para kreditor dan hasil penjualannya dibagi secara proposional kepada para kreditor, 
kecuali jika diantara para kreditor ada yang menurut Undang - Undang harus didahulukan 
dalam penerimaan pembayarannya. Prinsip ini menekankan pembagian harta debitor untuk 
melunasi utang-utangnya kepada kreditor secara lebih berkeadilan sesuai dengan porsinya 
dan bukan dengan cara sama rata. Jika prinsip Paritas Creditorium memberikan keadilan 
kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya. Maka Prinsip Pari Pasu Prorata Parte 
memberikan keadilan kepada para kreditor dengan konsep keadilan proposional. Kreditor 
yang memiliki piutang dalam jumlah besar, akan mendapat pembayaran dalam jumlah lebih 
besar dari kreditor yang memiliki piutang dalam jumlah lebih kecil. 

Penggunaan prinsip Paritas Creditorium dilengkapi dengan prinsip Pari Pasu Prorata 
Parte juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya, bukan 
masalah besar kecilnya piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian 
kreditor yang memegang jaminan kebendaan atau memiliki preferensi yang telah diberikan 
oleh Undang - Undang.11 Kreditor pemegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor 
yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah suatu ketidak adilan. Perjanjian jaminan 
kebendaan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya, jika 
disamakan dengan kreditor lain, maka lembaga penjaminan menjadi tidak bermakna lagi. 
Demikian pula terhadap kreditor yang diberikan keistimewaan oleh Undang - Undang untuk 
mendapat pelunasan terlebih dahulu jika dibandingkan dengan kreditor lain yang tidak 
diberikan preferensi oleh Undang - Undang. Maka untuk apa Undang - Undang memberikan 
keistimewaan kepada kreditor preferen tersebut. Solusinya adalah dengan adanya prinsip 
Structure Creditors. Prinsip Structure Creditors mengklasifikasi dan mengelompokan berbagai 
macam kreditor sesuai dengan kelas masing-masing. Secara umum kreditor dalam kepailitan 
diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu :

10  Ibid., h. 29.
11  Ibid., h. 31.
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1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.

Ketiga prinsip tersebut sangat penting dalam penyelesaian utang piutang melalui 
kepailitan. Tanpa ketiga prinsip itu, kepailitan menjadi tidak bermakna.

Kembali membahas terkait dengan perlindungan konsumen yang dirugikan akibat pelaku 
usaha dinyatakan pailit, maka bicara para tataran hukum formil ada beberapa langkah yang 
dapat ditempuh. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme 
penyelesaian sengeketa yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 
dengan menempuh penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 
atau konsumen mengikuti mekanisme kepaitan dengan mengajukan penagihan melalui 
kurator. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat menempuh mengajukan Gugatan 
kecil (small claim), Legal Standing untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM), dan Gugatan Kelompok (Class Action) pada Pengadilan Negeri.12

Sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan 
bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan 
dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi. 

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau 
arbitrasi dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian 
sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. 
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak 
yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. 
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak 
yang bersengketa dengan didampingi mediator. Sedangkan Penyelesaian sengketa konsumen 
dengan cara arbitrasi dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak 
sebagai arbiter.

Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikit-dikitnya 
tiga yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur 
konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. 

12  Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kedala 
Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 99.
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Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 
21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Terhadap putusan 
majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 
selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis 
diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

Keberatan terhadap putusan BPSK, tata cara pengajuannya diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006. Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan 
konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Keberatan tersebut hanya dapat diajukan 
terhadap putusan arbitrasi yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik 
oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum 
konsumen. Keberatan terhadap putusan arbitrasi BPSK sesuai Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 
01 Tahun 2006 dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui 
palsu dan dinyatakan palsu;

b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan 
yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
pemeriksaan sengketa. 

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara lengkap dalam Undang 
- Undang Perlindungan konsumen. Namun dalam konteks pelaku usaha dipailitkan, metode 
penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang - Undang Kepalitian tidak lagi efektif untuk 
digunakan, bukan karena pelaku usaha yang tidak beritikad baik, melainkan pelaku usaha 
tidak berwewenang atas harta kekayaan miliknya sendiri dan diambil alih oleh kurator. 

Permasalahannya apakah Konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan dapat menempuh 
upaya penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan 
Konsumen terhadap pelaku usahanya. Apabila konsumen memilih menggunakan mekanisme 
penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, 
menurut Penulis hak tersebut tidak melanggar hukum acara, sehingga boleh dilakukan. Namun 
jika berbicara mana yang lebih efektif, Penulis berpendapat penyelesaian sengketa konsumen 
akibat pelaku usaha dinyatakan pailit akan lebih efektif jika diselesaikan dengan mengikuti 
proses kepailitan. Hal ini disebabkan dalam Pasal 113 Undang - Undang Kepailitan, Hakim 
Pengawas harus menetapkan hari, tanggal waktu dan termpat diselenggarakan rapat kreditor 
untuk mengadakan pencocokan utang, serta batas ahir pengajuan tagihan. Selanjutnya dalam 
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Pasal 133 Undang - Undang Kepailitan, mengatur bahwa jika kreditor terlambat dalam 
mengajukan pencocokan utang, maka utangnya tersebut tidak akan dicocokan, yang akibatnya 
utang tersebut tidak akan di bayar. Batas waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas mutlak 
harus diikuti oleh seluruh kreditor jika ingin mendapatkan pembayaran atas piutangnya. 

Apabila Konsumen ingin mengajukan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang 
- Undang Perlindungan Konsumen, kemudia baru mengajukan penagihan/pencocokan utang 
kepada kurator, maka dapat dipastikan konsumen sebagai kreditor akan dianggap terlambat 
dalam mengajukan pencocokan utang yang berakibat utangnya tidak dapat dibayar. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Kepalitan, yang dimaksud dengan Utang 
adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam 
mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan 
timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang - Undang 
dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor 
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Undang - Undang Perlindungan 
Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi/konpensasi atas 
kerugian yang diderita Konsumen yang akibat dari Pelaku usaha dinyatakan pailit. Maka jika 
melihat pada definisi utang dalam Undang - Undang Kepailitan, maka konsumen merupakan 
salah satu kreditor dalam kepailitan. Tanpa harus melalui mekanisme penyelesaian sengketa 
konsumen, konsumen dapat langsung mengajukan tagihan melalui kurator agar mendapat 
penggantian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. 

Berbicara tentang prinsip Structure creditors, muncul pertanyaan dimanakan posisi 
konsumen sebagai kreditor dalam hal pelaku usaha dipailitkan, apakah sebagai kreditor 
konkuren atau kreditor preferen. Undang - Undang Perlindungan Konsumen tidak menyinggung 
bagaimana keterkaitan dengan kepailitan. Kedudukan kreditor sebagai pemegang hak istimewa 
harus diatur tersendiri dalam Undang - Undang. Dalam Pasal 1134 Kitab Undang - Undang 
Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang - Undang diberikan kepada 
seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang 
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih 
tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang - Undang 
ditentukan sebaliknya.”

Perlu pengaturan yang tegas untuk menyatakan kreditor memiliki hak istimewa. 
Sebagai contoh, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, mengatur bahwa jika perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak 
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lainnya sebagai pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Bunyi pasal ini 
tegas memposisikan pekerja menjadi kreditor preferan jika perusahaan tempatnya bekerja 
dinyatakan pailit. 

Selain itu dalam Pasal 1139 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga diatur beberapa 
jenis kreditor yang memiliki hak didahulukan pembayarannya, yaitu :

Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: 

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak 
bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. 
Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala 
utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai 
hipotek;

2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;

3. biaya untuk menyelamatkan suatu barang; 
4. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
5. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah 

penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 
6. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
7. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain 

karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan 
piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan 
masih tetap ada pada si debitur; 

8. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan 
umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam 
melaksanakan tugasnya.

Maka kreditor dengan kondisi yang diuraikan dalam Pasal 1139 tersebut memiliki hak 
didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lain (kreditor konkuren).

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal 
transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti 
rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam 
waktu tujuh hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi 
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sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu tujuh hari ini pelaku usaha tidak 
memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan 
akan melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha. 

Sengketa konsumen terjadi apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada 
konsumen dalam waktu tujuh hari setelah transaksi. Sengketa (konflik) konsumen adalah 
suatu kondisi di mana pihak konsumen menghedaki agar pihak pelaku usaha berbuat atau 
tidak berbuat sesuai yang diinginkan, tetapi pihak pelaku usaha menolak keinginan itu.

Ketentuan dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen memiliki semangat 
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun seolah belum maksimal ketika 
bersinggungan dengan kepailitan. Dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia (maskapai Batavia 
Air), konsumen yang telah membeli tiket tidak dapat melakukan perjalanan yang mereka 
rencanakan. Kontra prestasi dari gagal terbang nya Batavia Air bukan pada tagihan uang, 
melainkan seharusnya PT. Metro Batavia mencarikan penerbangan pengganti dari maskapai 
lain kepada para konsumennya. Jika tidak maka wajib mengembalikan seluruh harga tiket yang 
telah dibayarkan Konsumen dan denda sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan. 

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Konsumen ditafsirkan 
terbatas untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang beritikad buruk. Namun 
ketentuan tersebut tidak membuat konsumen menjadi kreditor yang memiliki hak istimewa 
untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lain ketika pelaku usaha dinyatakan pailit. 
Maka melihat pada prinsip Structure Creditors, kedudukan konsumen dalam hal ini hanya 
sebagai kreditor konkuren, kreditor dengan posisi paling ahir dalam urutan pembayaran 
utang-utang debitor pailit. Tentu hal ini sangat mengecewakan bagi konsumen, bukan pada 
jumlah utang yang ditagih oleh konsumen, tetapi ketidak berdayaan Undang - Undang 
Perlindungan Konsumen ketika bersinggungan dengan Undang - Undang Kepailitan, seolah-
olah perlindungan yang diberikan oleh Undang - Undang Perlindungan konsumen menjadi 
hilang.

PENUTUP

Penyelesaian kasus kepailitan belum mempertimbangkan Undang - Undang Perlindungan 
Konsumen saat menangani dan memutus kepailitan perusahaan yang bergerak di bidang 
pelayanan publik.  Konsumen memiliki kekuatan dalam sebuah industri khususnya perusahaan 
yang sifatnya pelayanan publik. Meskipun negara mengakui kedaulatan konsumen, nasib 
konsumen tak berdaultan saat menghadapi kepailitan. Undang - Undang kepailitan ini seolah-
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olah menderogasi kepentingan konsumen yang sudah diakui negara melalui Undang - Undang 
Perlindungan Konsumen.

sinkronisasi pengaturan tentang kepailitan dan konsumen perlu dilakukan, sehingga 
perlindungan yang telah diberikan oleh Undang - Undang Perlindungan konsumen tidak 
hapus begitu saja dengan alasan lex specialis derogat legi general.
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